BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi dan analisis yang telah dilakukan, dapat dikemukakan
beberapa butir pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengembangan kapasitas individu pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Maluku Barat Daya seperti Pendidikan atau pengetahuan setiap
pegawai, atau kompetensi pegawai dalam mengembangkan kinerja pelayanan, dan
penerapan etika pelayanan dalam melayani masyarakat. seiring berjalannya waktu
semua ini telah berjalan dengan efisien dan efektif.

2. Pengembangan kapasitas organisasi seperti pengembangan sumber daya
manusia melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, bimtek-bimtek dan diklat-diklat.
Semuanya telah dilakukan untuk memperlancar kinerja pelayanan administrasi
kependudukan.

3. Pengembangan kapasitas sistem seperti peraturan perundang-undangan dan
kebijakan pendukung pelayanan yang mengatur tentang pelayanan administrasi
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semuanya telah ditetapkan dan
dijalankan dengan baik.

B. Saran

1. Disarankan kepada para pegawai di Dispenduk agar lebih giat lagi dalam
memberi pelayanan kepada masyarakat serta etika lebih diutamakan lagi agar

masyarakat lebih nyaman dalam mengurus administrasi kependudukan.
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2. Disarankan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk
selalu mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan, bimtek-bimtek dan diklat-diklat
kepada pegawai Dispenduk demi memperlancar kinerja pelayanan administrasi

kependudukan.

3. Disarankan kepada mayarakat agar dalam mengurus administrasi di
Dispenduk agar selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan demi

memperlancar kinerja pelayanan administrasi kependudukan.
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